SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

Menimbang :

Mengingat

KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Adminitratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Ponorogo, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu
Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati Il Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor
2/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Adminitratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PONOROGO NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN PONOROGO



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kepala Daerah adalah Bupati Ponorogo.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut SKP PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-
P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, dan SKPN PBB-P2.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
Wajib Pajak.



12,

I3,

14.

15.

16.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa dana, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-udangan perpajakan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 4

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi
persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

c. digjukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

e. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan keberatan atas SPPT dalam hal
yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah
sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT;

f. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan keberatan atas SKPD PBB-P2
dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2;

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus
dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.



(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Permohonan pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan
disertai alasan yang mendukung permohonannya,;

c. diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;

d. dilampiri fotokopi asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan
pengurangan;
e. dilampiri fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;

f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan
namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD PBB-P2
dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau
SKPD PBB-P2;

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang
dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan
banding;

h.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus
dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya tersebut tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak
mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan
huruf f.

(3) Permohonan pengurangan SPPT atau SKPD PBB-P2 yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3) huruf e diubah, sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Permohonan pembatalan SPPT atau SKPD PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali
untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2) Permohonan  pembatalan yang diajukan secara  perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :



a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;

b.diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya,

c. diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;

d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 tahun yang bersangkutan yang
dimohonkan pembatalan;

e. surat pengantar dari desa/kelurahan untuk pengajuan pembatalan
SPPT secara kolektif;

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus
dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;

c. permohonan diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;

d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;

e. disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan.

Permohonan pembatalan SPPT atau SKPD PBB-P2 secara perseorangan
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pembatalan SPPT atau SKPD PBB-P2 dapat dilakukan apabila SPPT atau
SKPD PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan
merupakan objek PBB-P2 yang meliputi :

a. digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sebagai berikut :

1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng;
2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun
Warga, panti jompo;

3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah dan
Puskesmas;

4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP, dan SMA/SMK;,
5. bidang kebudayaan nasional.

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis
dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



(6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 Januari 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 23-1-2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
ttd
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan asliny.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Q T

—

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016




